
 
 
 
 
 
 

 
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 

NOMOR : 15 TAHUN 2006 
 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA SAMARINDA, 
 
 

Menimbang  : a.  bahwa  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa  penataan tata ruang kota dan pembangunan harus memperhatikan estetika 
dan tata letak bangunan sehingga sesuai dengan Rencana Umum Pembangunan 
Kota secara dinamis dan berkesinambungan; 

c. bahwa penataan, pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan dimaksud 
perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf  b 
dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan. 

 
Mengingat  : 1.  Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 353) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1959 Nomor  72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 49  Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana             
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah           
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung         
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 ;  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 
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6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4493) yang 
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005                
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4548); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997  tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah; 

11. Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ; 

12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2002 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda 
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04). 

 
Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-050/MK.10/2006, tanggal 11 April 2006 

tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda. 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA 

dan 

WALIKOTA SAMARINDA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN 

BANGUNAN 
 

 
BAB   I 

 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
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1. Daerah adalah Kota Samarinda; 

2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan 
eksekutif daerah; 

4. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda; 

5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan    
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk 
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; 

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek 
Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada 
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya; 

9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan 
data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Retribusi berakhir; 

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, 
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 

11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 
kepada orang atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, 
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan; 

12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  Pengenaan sanksi berupa 
pembayaran bukan merupakan retribusi; 

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau 
pemotongan retribusi tertentu; 

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib 
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan; 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang 
meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah Nihil; 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 
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17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 
tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 

18. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada 
orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan sehingga yang dimaksud agar desain, 
pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai 
dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien ketinggian 
bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang 
menempati bangunan tersebut; 

19. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang 
pribadi atau badan, termasuk merubah, membongkar, menambah bangunan; 

20. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung 
merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan; 

21. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, 
termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian 
bangunan tersebut; 

22. Membongkar Bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan 
ditinjau dari fungsi bangunan dan atau konstruksi; 

23. Perubahan Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan adalah pekerjaan 
merubah satu guna bangunan menjadi guna bangunan lain; 

24. Balik Nama/Pemisahan Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan adalah 
pekerjaan merubah kepemilikan IMB/IPB orang atau badan; 

25. Garis Sempadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai 
atau as pagar yang merupakan batas antara bagian, kapling atau pekarangan yang boleh dibangun 
bangunan-bangunan; 

26. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar 
bangunan dengan luas kapling/pekarangan; 

27. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai 
bangunan dengan luas kapling/pekarangan; 

28. Pagar Pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil; 

29. Pagar Bangunan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan sementara untuk membatasi dan 
memberi pengaman tempat pekerjaan atau lingkungan sekitarnya. 

30. Teras adalah bagian lantai bangunan bersifat tambahan yang tidak dibatasi oleh dinding 
sebagaimana ruang tertutup; 

31. Ketinggian Tanah adalah ketinggian permukaan tanah perpetakan; 

32. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkungan rencana kota atau rencana 
kawasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan macam perpetaknya yang menurut 
pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipertimbangkan untuk mendirikan suatu bangunan. 

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau  keterangan 
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah; 

34. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya; 
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BAB II 
 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 
 

Pasal 2 
 
Dengan  nama  Reribusi  Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 
pemberian izin mendirikan bangunan. 
 

Pasal 3 
 

(1)  Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan, mengubah 
atau membongkar suatu bangunan. 

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan 
pemantauan pelaksanaan pembangunan, perubahan dan/atau pembongkaran agar tetap sesuai 
dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap 
memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefifien Luas Bangunan (KLB), Koefisien 
Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi 
pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan 
tersebut. 

 
Pasal 4 

 

Subjek  Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan. 
 
 

BAB III 
 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal 5 
 

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2) Retribusi Perizinan adalah terdiri dari biaya sempadan bangunan dan biaya administrasi. 

(3) Retribusi IMB, ditentukan berdasarkan letak bangunan sebagai berikut : 
a. Bangunan ditepi jalan umum. 
b. Bangunan ditepi jalan arteri. 
c. Bangunan ditepi jalan kolektor. 
d. Bangunan ditepi jalan lokal/lingkungan. 
e. Bangunan ditepi jalan gang. 
f. Bangunan ditepi jalan desa. 
g. Bangunan ditepi jalan setapak. 

 
(4) Klasifikasi dan konstruksi bangunan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota. 

 
 

BAB   IV 
 

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI 
 

Pasal 6 
 

(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa 
dan tarif retribusi. 


